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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Dampak Kebijakan Pemekaran 

Kecamatan bagi Pembangunan di Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat 

maka penulis menyimpulkan bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak 

positif yang signifikan dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah di 

Kecamatan Pacar.  Adapun rincian kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut: 

6.1.1.  Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran 

Kecamatan Pacar menghasilkan dampak yang positif dilihat dari koordinasi 

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan koordinasi 

program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. 

Camat sudah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dengan baik dalam 

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan   ketertiban umum, 

camat sudah berperan dalam melakukan koordinasi bersama kepala desa seluruh 

Kecamatan Pacar TNI/POLRI dengan melaksanakan pertemuan secara rutin 

setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Namun meski begitu, keamanan 

diwilayah masih kurang disebabkan oleh tidak aktifnya sistem keamanan 

lingkungan yang mana program pengamanan oleh masyarakat sebenarnya akan 

sangat efektif jika masyarakat berpartisipasi aktif dan dilaksanakan dengan baik. 

Selanjutnya Camat sudah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dalam 
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memberikan pembinaan berupa bimbingan dan pelatihan kepada para Kepala 

Desa secara rutin. Namun pada penerapan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa kelihatannya belum efektif untuk seluruh desa-desa di Kecamatan Pacar 

oleh karena masih ditemukan dan dilaporkan adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh aparat desa baik dari segi administrasi maupun pemenuhan 

tanggung jawab tugasnya. Selanjutnya sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, Camat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik 

dalam menjadi mitra Kepala Desa dan program-program pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan berjalan dengan 

lancar tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya.  

6.1.2.  Pelayanan Publik 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran 

kecamatan memberikan dampak positif yang signifikan baik kepada masyarakat 

maupun pemerintahan sendiri dilihat dari penyelenggaraan layanan publik dan 

berdasarkan kewenangan yang diberikan bupati kepada camat. Dari segi 

pelayanan publik masyarakat diberikan kemudahan mendapatkan pelayanan dari 

aspek jangkauan kantor kecamatan, estimasi waktu dalam pengurusan 

administrasi yang cepat, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta 

kesederhanaan alur pelayanan yang memudahkan masyarakat sehingga dapat 

memenuhi keperluan masyarakat dengan optimal. Lalu berdasarkan kewenangan 

yang diberikan oleh bupati kepada Camat Pacar dalam pelaksanaannya 

didasarkan pada lampiran perjanjian kerja yang ditandatangani oleh bupati dan 

camat dimana pelimpahan wewenang yang dimaksud terdiri atas pelayanan 
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perizinan dan non-perizinan. Namun berdasarkan keadaan lapangan yang penulis 

temukan dalam penelitian tidak terlihat adanya brosur fisik yang berisi 

persyaratan-persyaratan dalam pengurusan administrasi dan yang tersedia hanya 

di situs online saja dan diberikan sosialisasi langsung dari dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil dimana tidak semua elemen masyarakat dapat mengikuti 

kegiatan sosialisasi terkait prosedur pengurusan administrasi tersebut. 

6.1.3. Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran 

kecamatan memberikan dampak yang positif dilihat dari partisipasi masyarakat 

yang cukup aktif dalam mengikuti kegiatan dalam rangka mendukung 

pembangunan seperti musrenbang baik yang dilaksanakan di desa maupun 

kecamatan. Selanjutnya tiap kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki 

pelaporan pelaksanaannya masing-masing kepada Bupati dan sudah 

diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah Kecamatan Pacar berdasarkan 

aturan dan ketentuan yang berlaku. 

6.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan terkait Dampak Kebijakan 

Pemekaran Kecamatan bagi Pembangunan di Kecamatan Pacar Kabupaten 

Manggarai Barat, maka penulis memberikan beberapa saran/rekomendasi 

sebagai berikut: 

1) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar untuk lebih meningkatkan 

koordinasi dalam mengupayakan ketentraman dan ketertiban sampai 

sistem keamanan lingkungan kembali aktif.  
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2) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar diharapkan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas terkait pembinaan aparatur desa agar 

menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga 

pembangunan wilayah baik fisik maupun non fisik dapat mencapai 

target yang telah ditentukan. 

3) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar diharapkan dapat 

mempublikasikan syarat-syarat pengurusan administrasi masyarakat 

misalnya dalam bentuk spanduk dan dipajang ditempat yang mudah 

terlihat oleh masyarakat yang belum tahu. 

4) Masyarakat Kecamatan Pacar disarankan untuk aktif berpartisipasi 

dalam membentuk sistem keamanan lingkungan misalnya membagi 

kelompok dan jadwal ronda untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya tindak kriminal yang bukan tidak mungkin akan terjadi 

sewaktu-waktu. Bukan hanya di bidang keamanan saja tetapi juga 

masyarakat diharapkan terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah 

lainnya. 
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